
batan 

PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 2019 

TENTANG 

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa u n t u k meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat atas kebu tuhan dokumentas i dan informasi 

h u k u m secara lengkap, akurat , m u d a h , dan cepat, per lu 

pengelolaan ja r ingan dokumentas i dan informasi h u k u m 

yang tertata dan terselenggara dengan baik; 

b. bahwa dokumentas i dan informasi h u k u m yang tertata 

dan terselenggara dengan baik da lam suatu jar ingan 

yang terintegrasi, merupakan bagian yang t idak 

terp isahkan dar i penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Badan Tenaga Nuk l i r Nasional; 

c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana 

d imaksud dalam h u r u f a dan h u r u f b, per lu menetapkan 

Peraturan Badan Tenaga Nuk l i r Nasional tentang 

Jar ingan Dokumentas i dan Informasi H u k u m Badan 

Tenaga Nuk l i r Nasional; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 T a h u n 1997 tentang 

Ketenaganukl iran (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3676); 

2. Peraturan Presiden Nomor 33 T a h u n 2012 tentang 

Jar ingan Dokumentas i dan Informasi H u k u m Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 82); 

3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan 

Tenaga Nukl i r Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 113); 

4. Peraturan Menteri H u k u m dan Hak Asasi Manusia 

Republ ik Indonesia Nomor 02 T a h u n 2013 tentang 

Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentas i dan 

Informasi H u k u m (Berita Negara Republ ik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 218); 

5. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuk l i r Nasional Nomor 

14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Tenaga Nuk l i r Nasional (Berita Negara Republ ik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 1650) sebagaimana telah d iubah 

dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuk l i r Nasional 

Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan 

Kepala Badan Tenaga Nukl i r Nasional Nomor 14 Tahun 

2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga 

Nuk l i r Nasional (Berita Negara Republ ik Indonesia Tahun 

2 0 1 4 Nomor 2035); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG 

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN 

TENAGA NUKLIR NASIONAL. 
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BAB I 

KETENTUAN U M U M 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan i n i yang d imaksud dengan: 

1. Jar ingan Dokumentas i dan Informasi H u k u m yang 

selanjutnya dis ingkat J D I H adalah wadah 

pendayagunaan bersama atas dokumen h u k u m secara 

tert ib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan 

sarana pemberian pelayanan informasi h u k u m secara 

lengkap, akurat , mudah , dan cepat. 

2. Badan Tenaga Nuk l i r Nasional yang selanjutnya disingkat 

BATAN adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian 

sebagaimana d imaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 

46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuk l i r Nasional. 

3. Dokumen H u k u m adalah p roduk h u k u m yang berupa 

Peraturan Perundang-undangan a tau p roduk h u k u m 

selain Peraturan Perundang-undangan yang me l iput i 

n a m u n t idak terbatas pada pu tusan pengadilan, 

yur isprudens i , monografi h u k u m , ar t ike l majalah h u k u m , 

b u k u h u k u m , penel i t ian h u k u m , pengkajian h u k u m , 

naskah akademis dan rancangan Peraturan Perundang-

undangan. 

4. Informasi H u k u m adalah semua informasi a tau data yang 

te rkandung dalam dokumen h u k u m . 

5. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan 

ter tul is yang memuat norma h u k u m yang mengikat 

secara u m u m dan d ibentuk atau d i te tapkan oleh lembaga 

negara a tau pejabat yang berwenang mela lu i prosedur 

yang di tetapkan dalam Peraturan Perundang undangan. 

6. Pusat Jar ingan Dokumentas i dan Informasi H u k u m 

Nasional yang selanjutnya disebut Pusat JD IHN adalah 

Badan Pembinaan H u k u m Nasional, Kementerian H u k u m 

dan Hak Asasi Manusia yang bertugas me lakukan 

pembinaan, pengembangan, dan moni tor ing pada 

Anggota Jar ingan Dokumentas i dan Informasi H u k u m 

Nasional. 
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Pasal 2 

J D I H BATAN mempunyai tugas me lakukan koordinasi 

pengelolaan dokumen dan informasi h u k u m d i l ingkungan 

BATAN. 

Pasal 3 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam 

Pasal 2, J D I H BATAN menyelenggarakan fungsi: 

a. pengelolaan dokumen dan informasi h u k u m ; 

b. pembangunan dan pengembangan sistem informasi 

h u k u m berbasis teknologi informasi dan komunikas i ; 

c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia; 

dan 

d. penyediaan sarana dan prasarana. 

Pasal 4 

(1) J D I H BATAN dikelola oleh u n i t kerja yang membidangi 

pengelolaan dokumentas i dan informasi h u k u m . 

(2) Dalam melaksanakan kegiatan J D I H BATAN, u n i t kerja 

yang membidangi pengelolaan dokumentas i dan 

informasi h u k u m dapat membentuk T im Pengelola JD IH 

BATAN. 

(3) Keanggotaan T im sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 

t e rd i r i atas perwaki lan u n i t kerja yang membidangi : 

a. h u k u m ; 

b. hubungan masyarakat; 

c. teknologi informasi; dan 

d. u n s u r la in yang d iper lukan. 

(4) T im sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d i tetapkan 

dengan Keputusan Kepala BATAN. 

Pasal 5 

Un i t kerja yang membidangi pengelolaan dokumentas i dan 

informasi h u k u m bertanggungjawab terhadap Dokumen 

H u k u m dan Informasi H u k u m yang disediakan d i JD IH 

BATAN. 
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Pasal 6 

(1) J D I H BATAN me lakukan pengelolaan Dokumen H u k u m 

dan Informasi H u k u m mela lu i kegiatan penelusuran, 

pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, 

penyebarluasan, dan pendayagunaan Dokumen H u k u m 

dan Informasi H u k u m yang berka i tan dengan BATAN. 

(2) Pengelolaan Dokumen H u k u m dan Informasi H u k u m 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l akukan dalam 

bentuk: 

a. dokumentas i fisik; dan 

b. sistem informasi h u k u m berbasis teknologi informasi 

dan komunikas i . 

Pasal 7 

Dalam melaksanakan pengelolaan Dokumen H u k u m dan 

Informasi H u k u m sebagaimana d imaksud dalam Pasal 6 

berpedoman pada Standardisasi Pengelolaan Teknis 

Dokumentas i dan Informasi H u k u m yang di tetapkan oleh 

menter i yang menyelenggarakan u r u s a n pemer intahan d i 

b idang h u k u m dan hak asasi manusia . 

Pasal 8 

(1) Pengelolaan Dokumen H u k u m dan Informasi H u k u m 

mela lu i sistem informasi h u k u m berbasis teknologi 

informasi dan komunikas i sebagaimana d imaksud dalam 

Pasal 6 ayat (2) h u r u f b d i l akukan mela lui situs 

http://jdih.batan.go. id . 

(2) Situs http://jdih.batan.go. id . sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) d i integrasikan dengan situs JDIHN dan 

situs J D I H kementerian atau lembaga la in . 

Pasal 9 

(1) Dokumen H u k u m dan Informasi H u k u m dapat d i u n d u h 

mela lu i s i tus http://jdih.batan.go. id . 

(2) Dalam hal terdapat perbedaan Dokumen H u k u m dan 

Informasi H u k u m yang disaj ikan J D I H BATAN dengan 

Dokumen H u k u m dan Informasi H u k u m mi l i k sumber 

http://jdih.batan.go.id
http://jdih.batan.go.id
http://jdih.batan.go.id
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a tau pencipta, yang ber laku adalah Dokumen H u k u m 

dan Informasi H u k u m m i l i k sumber a tau pencipta^ 

Pasal 10 

(1) Kepala Un i t Kerja yang membidangi pengelolaan 

dokumentas i dan informasi h u k u m melakukan 

pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

pengelolaan JD IH BATAN. 

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) d i l akukan pal ing sedikit 1 (satu) ka l i dalam 1 

(satu) t ahun . 

Pasal 11 

(1) Kepala Un i t Kerja yang membidangi pengelolaan 

dokumentas i dan informasi h u k u m menyampaikan 

laporan hasi l pemantauan dan evaluasi sebagaimana 

d imaksud dalam Pasal 10 kepada: 

a. Kepala BATAN; dan 

b. Pusat JDIHN. 

(2) Laporan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

d isampaikan pal ing sedikit 1 (satu) ka l i da lam 1 (satu) 

t a h u n . 

Pasal 12 

Peraturan Badan i n i mu la i ber laku pada tanggal 

d iundangkan . 



Agar setiap orang mengetahuinya, memer intahkan 

pengundangan Peraturan Badan i n i dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan d i Jakar ta 

pada tanggal 31 J u l i 2019 

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

- t t d -

ANHAR RIZA ANTARIKSAWAN 

Diundangkan d i Jakar ta 

pada tanggal 7 Agustus 2019 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

- t t d -

WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 892 

Salinan sesuai dengan asl inya 

KEPALA BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, 

DAN KERJA SAMA, 


